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OPINI

ingga kini, berbagai elemen
H masyarakat dan pemerintah

masih menaruh kepercayaan,
bahwa guru merupakan salah satu kom-
ponen pendidikar? yang sangat menen-
tukan kualitas pendidikan, schingga
tidak heran bila guru sering mendapat
sorotan paling tajam. Mulai dari se-
makin menurunnya perolehan Nilai
Ujian Nasional (NUN), hingga semakin
besarnya prosentase kenakalan siswa,
semuanya dibebankan kepada guru.
Nampaknya mereka menaruh harapan
yang sangat besar terhadap guru, sching-
ga selalu mempertanyakan “kualitas
guru”,

Terhadap permasalahan kualitas
guru ini, nampaknya pemerintah sa-
ngat sigap, terbukti ditetapkannya Pera-
turan Pemerintah RI. Nomor 19 tahun
2005 tentang Standar Nasional Pen-
didikan. Secara khusus, standar mini-
mal kualitas guru diatur pada Bab IV
pasal 28 hingga 34. Untuk bisa menjadi
guru di suatu lembaga pendidikan, maka
harus memiliki kualifikasi akademik dan
komp i sebagai agen p
sehal jasmani dan rohani, serta memi-
liki kemampuan untuk mewujudkan tu-

juan pendidikan nasional (pasal 28 ayat
1). Kualifikasi akademik sebagai

olai
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keahlian sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian
khusus yang diakui dan diperlukan da-
pat diangkat menjadi pendidik setelah
melewati uji kelayakan dan kesetaraan
(pasal 28 ayat 4). Kualifikasi akademik
dan kompetensi sebagai agen pembela-
jaran sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) sampai (4) dikembangkan oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan
(BSNP) dan ditetapkan dengan peratu-
ran menteri (pasal 28 ayat 5).
Kebijakan selangkah lebih maju ad-
alah dengan ditetapkannya kualifikasi
akademik minimal untuk guru pada
pendidikan anak usia dini (Play Group
dan Taman Kanak-Kanak), dan guru
SD/MI sama dengan kualifikasi aka-
demik minimal guru pada SMP/M.Ts.
dan SMA/MA/SMK/MAK.| Bahwa
untuk bisa menjadi guru pada pendidi-
kan usia dini (PG danTK) minimal lu-
lus diploma empat (D-1V) atau sarjana
(S1), hanya saja sarjana tersebut harus
memiliki latarbelakang pendidikan ting-
gi di bidang pendidikan anak usia dini
(PAUD), kependidikan lain, atau
psikologi; dan yang memiliki sertifikat
profesi guru untuk pendidikan anak
usia dini (PAUD) (pasal 29 ayat 1).
Pasal ini g belum jelas, apakah

dimaksud, adalah tingkat pendidikan
minimal yang harus dipenuhi oleh se-
orang pendidik yang dibuktikan deng-
an ijazah dan/atau sertifikat keahlian
yang relevan sesuai ketentuan perun-
dang-undangan yang berlaku (pasal 28
ayat 2). Kompetensi sebagai agen pem-
belajaran pada jenjang pendidikan anak
usia dini (PAUD), pendidikan dasar,
dan menengah meliputi: kompetensi
pedagogik (ilmu mendidik), kompetensi
kepribadian, kompetensi profesional
(guru) dan kompetensi sosial (pasal 28
ayat 3). Sedangkan mereka yang tidak
memiliki ijazah dan/atau sertifikat

semua lulusan deploma empat (D-IV)
atau sarjana (S1) pendidikan dan
psikologi secara otomatis bisa menjadi
guru PAUD. Namun kalau memperha-
tikan pasal 29 ayat (1) bagian (c)
menyertakan syarat memiliki sertifikat
profesi untuk guru PAUD, maka ber-
arti mereka yang sudah lulus D-IV atau
sarjana (S1) (baik pendidikan, psikolo-
gi, maupun non pendidikan dan non
psikologi) kalau belum memiliki serti-
fikat guru PAUD tidak bisa menjadi
guru pada PAUD.

Demikian halnya dengan guru pada
SD/MI, untuk bisa menjadi guru pada

SD/MI minimal harus lulus diploma
empat (D-1V) atau sarjana (S1) dengan
latar belakang pendidikan tinggi di
bidang pendidikan SD/MI, kependidi-
kan lain, atau psikologi; dan sertifikat
profesi guru untuk SD/MI (pasal 29
ayat 2). Berarti semua guru SD/MI juga
harus memiliki sertifikat guru SD/MI.

Untuk menjadi guru SMP/

Untuk bisa menjadi
guru di suatu lemba-
ga pendidikan, maka
harus memiliki
kualifikasi akademik
dan kompetensi
sebagai agen pem-
belajaran, sehat

. jasmani dan rohani,
serta memiliki ke-
mampuan untuk
mewujudkan tujuan
pendidikan nasional
(pasal 28 ayat 1)

M.Ts.,SMA/MA, SDLB/SMPLB/
SMALB, SMK/MAK kualifikasi aka-
demik pendidikan minimum juga diplo-
ma empat (D-IV) atau sarjana (S1) de-
ngan latarbelakang pendidikan sesuai
mata pelajaran yang diajarkan. Secara
spesifik guru pada masing-masing je-
nis dan jenjang pendidikan tersebut
harus memiliki sertifikat profesi guru -
sesuai masing-masing jenis dan jenjang
pendidikan tersebut (sertifikat profesi
guru SMP/M.Ts., SMA/MA, SDLB/
SMPLB/SMALB, SMAK/MAK)
(pasal 3,4,5,dan 6).

Hanya saja, peraturan pemerintah

RI no. 19 tahun 2005 mengatur keten-
tuan yang sama sebagaimana peraturan
sebelumnya, yakni pendidik pada PG,
TK/RA sckurang-kurangnya terdiri dari
guru kelas, pendidik pada SD/MI
sekurang-kurangnya terdiri dari guru
kelas dan mata pelajaran2, pendidik
pada SMP/M.Ts. dan SMA/MA, ter-
diri dari guru mata pelajaran, pendidik
pada SMK/MAK terdiri dari guru mata
pelajaran dan instruktur bidang kejuru-
an, sedangkan pendidik pada SDLB/
SMPLB/SMALB terdiri dari guru mata
pelajaran dan pembimbing yang penu-
gasannya ditetapkan oleh masing-ma-
sing satuan pendidikan sesuai dengan
keperluan (pasal 30).

Bagaimanapun juga, peraturan pe-
merintah RI no. 19 tahun 2005 ini meru-
pakan bukti kesadaran pemerintah un-
tuk meningkatkan kualitas pendidikan
di Ind .Dengan ditetapkannya
standar minimal kualifikasi akademis
D-1V atau S1 guru pendidikan anak
usia dini hingga pendidikan dasar dan
menengah, maka diharapkan terjadi
percepatan kualitas pendidikan, teru-

tama pada pendidikan anak usia dini. *

Karena pendidikan anak pada usia dini
merupakan peletak dasar bagi pemben-
tukan kepribadian anak, keberhasilan
pada pendidikan dasar dan menengah,
bahkan pendidikan tiggi tidak lepas dari
bentukan pendidikan pada usia dini,
sehingga sudah selayaknya bila dikelo-
la oleh guru yang memiliki kualifikasi
akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran yang lebih mumpuni,
bukan sekedar mau mengajar.

STANDAR KUALITAS GURU MASA DEPAN

“ada”, seluruh lembaga pendidikan anak

usia dini dikelola masyarakat, paling ba-
nyak ada satu atau dua lembaga pen-
didikan anak usia dini yang dikelola oleh
pemerintah (negeri/pembina), pengada-
an guru pendidikan anak usia dini juga
seluruhnya inisiatif lembaga masing-
masing, kalau pemerintah mengangkat
guru negeri pada anak usia dini paling
banyak satu atau dua untuk satu kabu-
paten, itupun belum tentu ada. Guru-
guru pendidikan anak usia dini juga tidak
lebih dari 10% yang berlatarbelakang
akademis pendidikan anak usia dini
(PGTK), itupun hanya Diploma Dua
(D-II), yang banyak lulusan SMA/MA
atau alumni lembaga kursus mengajar
PG/TK setara Diploma Satu (D1). Be-
lum lagi gaji guru PG/TK yang jauh dari
UMR (mayoritas antara Rp. 80.000
s/d Rp 200.000;-) tiap bulan, padahal
guru-guru tersebut harus mengajar se-
lama enam hari dalam satu minggu.
Kesan yang muncul kemudian, ma-
yoritas pendidikan anak usia dini dike-
lola tidak secara profesional, asal jalan.
Kondisi seperti ini jauh berbeda bila
dibandingkan dengan pendidikan dasar
dan menengah, apalagi dengan pergu-
ruan tinggi.

Minimal, dengan peraturan peme-
rintah RI. No. 19 tahun 2005 dagit
meningkatkan komitmen untuk mie-
ningkatkan kualitas pendidikan, leS—
tama pada pendidikan anak usia difi.
Standar minimal akademis Diplofsa
Empat (D-1V) atau sarjana (S1) dier-
tai kompetensi agen pembelajaran, §&-
hat jasmani dan rohani, serta memiliki

Hingga kini, kesan yang
pendidikan anak usia dini terabaikan,
pemerintah lebih memprioritaskan pada
pendidikan tinggi, serta pendidikan
dasar dan menengah. Terbukti minim-
nya anggaran untuk pendidikan anak

puan untuk m dk 4|lﬂ.|j®l
pendidikan nasional, merupakan hara-
pan bagi peningkatan kualitas gurm,
yang sudah tentu berdampak terhaddp
perbaikan kualitas pendidikan menga-
tang. e
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